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Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
No 41 tahun 1955

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikue :

~Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja mengenai pemungutan padjak fang di-
sebut ,hak 1dzin”, ,hak perkenan” dan ,hak perlulusan” dalam daerah Kota Besar
Surabaja®™.

Pasaf 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan Inf sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan
dari ,Verordening tot heffing en Invordering van een belasting onder den nasam van
.Vergunnings - en Verlofsrecht” In de Gemeente Soerahzja” jang ditetapkan pada
tanggal |1 Agustus 19f5 sebagal telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan
daerak pada tanggal 23 Maret 1953 jang diundangkan dipapan Kantor Gubernur,
Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaja pada tanggal 19 Djunt 1953.

"Pasal 2.

Peraturan daerah ini jang dapat disebut ,Peraturan padjak ,hak idzin”, hak
perkenan” dan ,hak periulusan” Kota Besar Surabaja” mulai berlaku pada tanggal 15
Agustus 1955,

Ditetapkan oleh Dewan Parwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja.
pada tanggal 10 Agustus 1955,

Ketua,
ced.

Kepala Daerah
R. SOEPRAPTO

Kota Basar Surabaja,

etd. Untuk turunan sebenzraja,
R.P. A, MAKMOENR Sekertaris,
Wakil, ttd,

(MOH. JACOEB)

Disahkan oleh Gubernur, Kepals [aerab Propinsl Djswa Timyr dengan surat
keputusannja No. OiB.H j75/364 tertanggat [2 Agustus §955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal [5
Agustus 1555 Seri B No. I



— 500

VYERORDENING TOT HEFFING EN INVORDERING VAN EEN BELASTING
ONDER DEN NAAM VAN VERGUNNINGS - EN VERLOFSRECHT
IN DE GEMEENTE SOERABAJA™.

jang dimaksud dalam pasal | ,Peraturan padjak Hak-Idzin", ,,Hak-Perkenan dan
Hak-Periuasan™ Kota Besar Surabaja.

Pasal |.

Dalam daerah Kotamadya Surabaja dipungut padjak jang disebut ,hak-1dzin",
whak-perkenan’ dan °,hak-periuasan” atas tempat-tempat usaha jang untuk penjelengs
garaannja diperfukan idzln, perkenan dan/fatau perlutusan berdasarkan keentuan.
ketentuan darl ,.Peraturan Rumah Penginapan, Rumah Makan dan Pendjualan M-
puman beralkohol Kote Besar Surabaja’.

Pasal 2

Padjak ini terhutang oleh mereka, atas nama siapa idzin, perkenan danjatau
perlulusan diberikan,

Pasal 3.
i Sebagai dasar guna menghitung padjak-idzin atau padjak-perkenan diamblil;

a. untuk pendirlan-pendirian jang tidak termasuk pendirian-pendirian sebagal di-
maksud di sub b, ¢, dan e dari ajat Inl, lalah luas lantai ruangan-ruangan,
tempat-tempat terbuka serta bagian-bagiannja fang tersebut dalam surat-kepu-
tusan ddzin, surat-keputusan perkenan atau suret-keputusan perlulusan,

b. untuk rumah-ruman penginapan, djumlzh kamar tidur jang tersebut dalam
surat-keputusan idzin, surat-keputusan perkenan danjatau surat-keputusan
perfulusan,

c.. untuk sositet-sositet, djumlah tertinggl anggota-anggota perkumpulan [ang di.
tjapai dalam tiga bulan jang terachir izlah sebelumnja waktu penghabisan une
tuk pembajaran padjak;

d. untuk pendirian-pendirian fang diberi idzin atau perkenan sementara, djumlah
hari beriakunja idzin atau perkenan ;

e. untuk pendirlan-pendirian jang diberi perkenanjidzin untuk mendival minuman
beralkohol/minuman keras untuk diminum ditempat lain daripada tempat pen=
djuaian, luas lantai dari ruang pendjualan.

(2) Djika pendirian - sebagal dimaksud dalam sub a ajat (1) pasal inl adatah pule
rumah penginapan; maka padjaknja dihltung menurut dasar-dasar tersebut dae
tam sub a dan b ajat (1} pasal ini
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Pasal 4,
Djumlah padjak setahun, djika mengenal idzin :

untuk pendirlan-pendirian sebagai dimaksud dalam sub a, ajat {I) pasal 3, de-
ngan luas lantal jang dibebani padjak:

l. { — 50 m? Rp. 2000, —
2. 51 — 100 ,, . . . . . . . . w2300,
10— 200 ,, . . . . . . . . w 3500,—
4. 201 — 400 ,, . . . . . . . . o 4500, —
5. 401 m? — lebih . - . . . . . . v 6000, —
untuk rumah? penginapan sebagai dimaksud dalam sub b ajac {I) pasal 3 dengan:
I. t— 5 kamar tamu . . . . . Rp. 1500 —
26— 10 . . . .. ... nS0—
3. 1 =15 o . .. . . . . . . 3000—
4, 16 kamar tamu-lebih . . .. .o . w 6000,

untuk sositet-sositet sebagai dimaksud dalam sub c, ajat {1} pasal 3, dengan:

I | — 100 anggota. . . . . . . . Rp. 750,—
2. 0l —200 , . . . . . . . . w 1500,—
3, 200 — 300 ,, . . . . . . . . »  3000,—
4, 301 — 400 . . . . . . . . o 5000,—
5. 40l anggota — feblh . . . . . . . n  7500,—
untuk pendirlan-pendirian sebagai dimaksud dalam sub d, ajat (I)

seharinja . . Rp. 225,—

untuk pendirian - peadirian sebagal dimaksud dalam sub e, ajat (1) pasal 3
dengan luas lantai jang dibebani padjak :

I. | — 50 m?
2. 5l m® — leblh . - . . + . . . "

Rp. 3000,—
4500, —

Pasal 5.
Djumtah padjak setahun, djika mengenai perkenan

untuk pendirian-pendirian sebagal dimaksud dalam sub a, asjat (I) pasal 3, de-
ngan luas lantaf jang dibebani prdiak :



I | — 50 m? . . . . . . . .
2. 51 — 100 , . . . . . . . . "
3. 10l — 200 . . . . . . . . "
4, 2001 — 400 ,, . . . . . . . . "

5. 4001 m* — lebih . . . . . . . "
untuk rumah - rumah penginapan sebagai dimaksud dalam sub b,
pasal 3, dengan :

i, I = 5 kamar tamu . . Ro
2 6—10 w e . .. . . . "
. -1 ., "woo. . . . . . . "
4. 16 — kamar tamu — lebth . . . . . . »

uhtuk sosltet-sositet sebagai dimaksud dalam sub c, ajat (}) pasal 3,

I — 100 anggota . . - - . - . Rp.

I

2 101 —200 ,, . . . ; . . . . "
3. 200 — 300 ., . . . . . . . . "
4, 301 — 400 ,, . . . . . . . . "
5. 401 anggota - iabth - . . . . . . "
untuk pendirtan-pendirian sebagai dimaksud dalam sub d, sjat (i)
pasal 3, untuk seharinja. . . . . . . . "

untuk pendirian-pendirian sebagal dimaksud dalam sub e, ajar (1)
pasal 3, dengan luas lantsl fang dibebani padjak:

l. | — 50 m? . . . . . . . . "
2. 50 m* — leblh . . . . . . . . "

Pasal 5a.

Djumlah padjak setahun, djika mengenai periulusan :

untuk pendirian-pendirian sebagal dimaksud dalam sub a, ajat (i} pasal 3, de-

ngan luas-lantat Jang dibebani padjak :

.| — 200 mt. . . . . - . . . Rp.

2. 201 m* — iebik . . . . A " . . »

Rp.

1500, -
2250, -
3500,
4500,—
5500, .

aae ()

300,—
1800, —
2500,—
4500, —
dengan:

500,—

750,—
1000,—
1500,—
2500, —

150,—

2000,—
2750,—

750,—-

1250, —
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b. wuntek rumah-rumah penginapan sebagal dimaksud dalam sub b, ajat (l)
pasal 3 dengan :
I, Y -— 5 kamar tamu . . . . . . Rp. 500,—
2. 66— 10 oo e e e e, w 750,—
3. 1 -1 "woo. . . . . . . w1500, —
4, |6 kamar camu - lebih . . . . . . w2000, —

{2) Padjak dalam ajat (i) Jang dipungut dengan nama padjak-perkenan seperti
djuga padjak jang dimaksud dalam pasal 5, tidak dikenakan lagl, djika pendirian itu
djuga sudah dlkenakan padjak-idzin sebagai dimaksud dalam pasal 4 atau padjak-pers
kenan sebagai dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 6.

Tahun-padjak berlaku muolai tanggal |
Djuni tahun berlkutnja.

Djuli dan berachir pada tanggal 30

Pasal 7.

Djika 1dzin, perkenan danjatau perfulusan sebagal dimaksud dalam pasal |
peraturan ini diberikan oada waktu tahun-padjak sedang berdjalan, maka padjak-idzin
atau padjak-perkenzn dihitung tribulanan dan sebagian dari tribulan dibitung satu
tribulan penuh.

Pasal 8,

{n Djika atas permohonan pemegang 1dzin, perkenan dan/fatau perlulusan, terdjadi
pentjabutan Idzin, perkenan danfatau perlulusan jang diberikan atas namanja, maka
kepadanja dikembalikan seperempat bagian darl ketentuan padjsk jang telah dibajar
diperkalikan djumlah cribulan penuh dari tahun-padjak, jang pada hari pentjabutan
belum lewat,

) Pengemba'ian jang samaz diberikan kepada djanda atau mereka Jang mempera
oleh hak, djika jang dikenakan padjak meninggal-dunta, lalah untuk tribulan-tribulan
dari tahun-padjak, dalam wakeu mana perusahaan itu ttdak dilandjutkan berdasarkan
pasal 38 ..Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja mengenal rumah penginapan, rumah
makan dan pendjualan minuman beralkohol”,

Pasal 9.
(1) Semua ketetapan padjak ini dimasukkan dalam kohir-kohir cleh Kepala Daerah.

(2 Tjontoh kohir-kohir ditecapkan oleh Kepala Daerah dengan persetudjuan ko-
misi kevangan Cewan Perwakilan Rskjat Dasrah,

(3) Kohir-kohir ini dapat dilihar oleh setiap orang di Sekertarlat Kotamadya.
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Pasal 10
{n Kohlr-pertama ketetapan padjak disusun dalam bulan Mei setelum tahun-pad|ak,

() Sesuglah disusun, maka kohir Ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakj
Daersh untuk ditetapkan dalam bulap Djuni berikutn|a,

(3} Untuk tiap-tiap idzin, perkenan danfatau perlulusan jang diberikan antsr
wakty dibuat kohir-tambahan pada hari pemberian .|dzin, perkenan danfatau perty
fusan jang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah uniuh
setjepat mungkin ditetapkun.

4 Ketetapan-ketetapan-padjak bagi tempat-tempat usaha, untuk mana diberikan
Idzln atau perkenan sementara, harus senanciasa dimasukkan dalam kohlr®-tambahan,

(5) Kohir-kohir tiap tahun-padjak diberi nomer-urut,

Pasal |1

n Djika idzin, perkendn danfatau perlulusan diberikan antar-waktv, maka perie
gang Idzin dapat membajar terlebih dehu'u dalam Kas Kotamadya djumlah padjak jauy
dimaksud dalam kohir oleh Kepala Daerah, sambil meaunggu penetapan kohir oleh
Oewan Perwakilan Rakjat Daerah, dalar hal mana Idzin, perkenan danfatau perlulusan
Jang diberikan itu dianggap telah mempunjal kekuatan hukum.

{2) Djlka oleh Dewan Perwakllan Rzkjat Daerah untuk padjak itu ditetapkan
dlumlah laln daripada jang dimasukkan dalam kohir cleh Kepala Daerah, maka peme
gang idzin, perkenan danfatau perlulusan wadjib membajar kekuranganmja apabila
djumlab dimaksud pertama lebih tinggi dari djumlah jang diadjukan oleh Kepalz Dae
rah; djtka djumlah itu ternjata lebih rendab, maka djumlah kelebthan pemb:zjaran
dikembaltkan kepada jang bersangkutan.

(3 Djika jang dikenakan padjak dalam wakcu delapan harl setelah ditetapkannja
kohlr sebagal dimaksud dalam pasal ini lalai membajar kekursngan djumlah padjak-
Idzin danfatay perkenan, maka padjak dlanggap tidak terbajar dan Jang dikenakan
padjak wad]ib segera menghentikan usahanja setelab batas waktu tersebut lewat,

Pasat |2,

Kepila Daerah berwenang membetulkan kesalahan~kesalahan tik dan hitung jang
terdjadi pada waktu menetapkan kohir, asalkan tidak meruglkan penanggung padjak.

Pasal 13.

DCengan mengetjualikan ketentuan dalam pasal 11 peraturan Ink, mal- dafam
wakty delapan hari sesudah kohir ditetapkan, surat-ketetapan-padjak jang tjier ohnja
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ajat 4 pasal 49 ,Local: -aden-
ordonnantie”, dikirimkan dengan tjumatjuma kepada tlap-tlap penanggung padjak
dengan buku ekspedisl,
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Pasal 14,

Padjak harus sekaligus dibajJar penuh selurubnja kepada

Kas Kotamadya
Burabaja.

Pasal |IS5.

(" Tanggal-tanggal tersebut dalam ajat (I) dan (2) pasal 10 peraturan ini tidak
barlaku untuk tahun-padjak pertama.

@ Dalam hal ini kohir-pertama ketetapan-padjak disusun selekas mungkin untuk
kemudian ditetapkan.

E)] Pada waktu menetapkan kohir sebagai dimaksud dalam ajat (2} pasal ini di-
tentukan batas waktu, dalam waktu mana padjak harus sudah dibajar.



